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PUTUSAN

Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  kediaman  di    Kabupaten

Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Eko Wahyudi, SH., Moh. Masrur, SH., dan Acmad

Umar  Faruk,  SH,  Advokat/  penasehat  hukum   yang

beralamat di  pada Mohhan & Mitra beralamat di  Perum

New Kitanara Regency  Blok B-2 Gang Seruni PuloLor-

Jombang, dengan domisili  elektronik pada alamat email:

Ekowahyudi401@gmail.com,  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus Tanggal  07 November 2022,  dan telah terdaftar

pada  Kepaniteraan  Nomor  928/Kuasa/11/2022/PA.Jbg

Tanggal 10 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  kediaman  di   ,  Kabupaten

Jombang, Jawa Timur, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal  10 November 2022
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dengan register perkara Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Jbg, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  Hari  Jum'at,  tanggal  3  Jumadil  Akhir  1443  H.

bertepatan dengan tanggal 07 Januari 2022 M. Penggugat dan Tergugat

melangsungkan  pernikahan  di  Kecamatan  Mojoagung,  Kabupaten

Jombang,  sebagaimana  tertuang  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  No.  :

YYYYYYYYY tertanggal  07 Januari  2022 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;  

2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul)

namun belum dikaruniai seorang anak;  

3. Bahwa,  sejak  awal  bulan  Agustus  2022  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana point 1 di  atas, ternyata telah sering terjadi  pertengkaran

dan  perselisihan  diantara  mereka,  dan  puncaknya  yang  menyebabkan

keduanya telah Pisah Ranjang sampai dengan saat ini;  

4. Bahwa,  pertengkaran  dan  perselisihan  tersebut  disebabkan  oleh

beberapa hal, diantaranya adalah: 

a.Tergugat tidak terbuka masalah bonus di tempatnya bekerja kepada

Penggugat sebagai seorang istri;

b.Tergugat masih bersifat kekanak-kanakan (sering meminta berpisah

setiap kali ada masalah dan pertengkaran);

c.Tergugat  tidak  memberi  nafkah  selama  3  (Tiga)  bulan  kepada

Penggugat;  

5. Bahwa,  namun  demikian  Penggugat  mencoba  bertahan  untuk

membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat  akan  tetapi  semakin  ingin

bertahan terasa semakin  tersiksa,  bukan manfaat  yang diperoleh  akan

tetapi  mudlorot  yang  timbul  apabila  Penggugat  dan  Tergugat  selalu

bersatu untuk mempertahankan perkawinan ini; 

6. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut di atas sehingga antara

Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  dapat  menjalin  hubungan  layaknya

suami istri sehingga antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan,

percekcokan dan pertengkaran yang menjadikan antara keduanya tidak
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ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  yang  pada

puncaknya Tergugat dan Penggugat telah Pisah Rumah sejak awal bulan

Agustus 2022 atau kurang lebih selama 3 (Tiga) bulan dimana Penggugat

bertempat tinggal di Kabupaten Jombang dan Tergugat di Y, Kabupaten

Jombang; 

7. Bahwa,  sejak  terjadinya  pisah  ranjang  antara  Penggugat  dan

Tergugat tersebut, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan

suami istri, yang berarti sudah kurang lebih 3 (Tiga) bulan; 

8. Bahwa, selama dalam masa pisah rumah tersebut, Penggugat masih

tetap  berupaya  untuk  dapat  menyelesaikan  kemelut  rumah  tangganya,

akan  tetapi  sampai  Gugatan  ini  diajukan  ternyata  harmonisasi  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dicapai; 

9. Bahwa,  menurut  hukum alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk

mengajukan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya dan

dipertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.   

10. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

jelas-jelas  sudah  tidak  harmonis  tersebut  maka  berdasarkan  pasal  1

Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan

Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang

bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 Bahwa,

tujuan perkawinan adalah untuk  mewujudkan kahidupan  rumah tangga

yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di

atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas,

dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta

menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan

Gugatan Perceraian a quo; 
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11. Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana tersebut oleh karena antara

Penggugat dan Tergugat tidak saling bertemu, kemudian juga tidak ada

kecocokan  dan  keharmonisan,  oleh  karena  itu  tidak  layak  apabila

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, karena

disamping  hanya  menimbulkan  kemudlorotan  yang  tidak  membawa

manfaat  dan  kemaslahatan,  juga  tidak  lagi  sesuai  dengan  tujuan

perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan  Talak  Satu Ba'in  Sughraa Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT (ALM);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

SUBSIDAIR:

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  seadil-adilnya

berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa  Penggugat  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa  kepada  Eko

Wahyudi,  SH.,  Moh.  Masrur,  SH.,  dan  Acmad  Umar  Faruk,  SH,  Advokat

berkantor di pada Mohhan & Mitra beralamat di Perum  New Kitanara Regency

Blok  B-2  Gang  Seruni  PuloLor-Jombang,  dengan  domisili  elektronik  pada

alamat email:  Ekowahyudi401@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 04 November 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan

syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 01 Desember

2022  dan  tanggal  08  Desember  2022  Tergugat  tidak  hadir  meskipun  telah

dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat  dan Tergugat

untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama AHMAD MUTASHIM

BILLAH, S.H., sesuai laporan tanggal 30 November 2022, akan tetapi mediasi

tidak berhasil untuk rukun;
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Bahwa  dalam  proses  mediasi  telah  terjadi  kesepakatan  antara

Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat sanggup memberi Mut’ah kepada

Penggugat berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa  meskipun  mediasi  tidak  berhasil  rukun,  Majelis  Hakim  tetap

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina

rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi,  maka tidak

dapat didengar jawaban atau keterangannya; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:  YYYYYY tertanggal  07

Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Mojoagung,  Kabupaten  Jombang,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, alat bukti mana telah

diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat Nomor

YYYYY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 30 Agustus  2018, bermeterai cukup dan

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1  , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat

tinggal  di   Kabupaten Jombang,  di  bawah sumpah memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; 

 Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami istri, namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2874/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa saksi  mengetahui,  keadaan rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat  awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  kemudian  selalu  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah

penghasilan  kepada  Penggugat  sebagai  seorang  istri,  Tergugat  tidak

memberi nafkah kepada Penggugat;  

 Bahwa saksi  mengetahui,  akibat  pertengkaran tersebut,  kemudian

mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

 Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat

tidak pernah memberi  nafkah kepada Penggugat  dan tidak pernah saling

mengunjungi;

 Bahwa  Saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat

tinggal  di   Kabupaten  Jombang,  di  bawah sumpah memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah teman Penggugat; 

 Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami istri, namun tidak dikaruniai anak;

 Bahwa saksi  mengetahui,  keadaan rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat  awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  kemudian  selalu  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah

penghasilan  kepada  Penggugat  sebagai  seorang  istri,  Tergugat  tidak

memberi nafkah kepada Penggugat;  

 Bahwa saksi  mengetahui,  akibat  pertengkaran tersebut,  kemudian

mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

 Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat

tidak pernah memberi  nafkah kepada Penggugat  dan tidak pernah saling

mengunjungi;

 Bahwa  Saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
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Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  tetap  pada

gugatannya  serta  mohon  putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

        Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada

Eko Wahyudi, SH., Moh. Masrur, SH., dan Acmad Umar Faruk, SH, Advokat

berkantor di pada Mohhan & Mitra beralamat di Perum  New Kitanara Regency

Blok  B-2  Gang  Seruni  PuloLor-Jombang,  dengan  domisili  elektronik  pada

alamat email:  Ekowahyudi401@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 04 November 2022;

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut,  ternyata  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  surat  kuasa,   maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal

82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1

dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Majelis  Hakim  telah  berupaya  untuk  mendamaikan  keduanya,  dan

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  maka  Majelis  Hakim  telah

memberi  kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi  dimana telah

ditunjuk mediator bernama AHMAD MUTASHIM BILLAH, S.H., namun usaha

tersebut tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa alasan pokok gugatan Penggugat  adalah bahwa

rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  sering  terjadi

pertengkaran disebabkan Tergugat  tidak  terbuka soal  penghasilan  dan tidak

memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  akibatnya  terjadi  pisah  tempat  tinggal

selama kurang lebih 3 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak

menyuruh orang lain  sebagai  wakilnya,  maka tidak dapat  didengar  jawaban

atau keterangannya; 

        Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa  bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai  akta autentik,  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan  mengenai  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan

perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

 Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

an.  Penggugat,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan cocok dengan  aslinya,

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
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duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

keterangan kedua saksi  adalah fakta yang dilihat  atau didengar sendiri  oleh

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

sama  lain  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  dapat

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

serta  keterangan  saksi  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta

hukum  sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat  dengan Tergugat

tidak dikaruniai anak;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran

disebabkan  Tergugat  tidak  terbuka  soal  penghasilan  dan  tidak  memberi

nafkah kepada Penggugat, dan telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan;

 Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

selama 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

sudah  tidak  saling  mempedulikan, bahkan  Penggugat  telah  menyatakan

ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  seperti  tersebut  di  atas  tentunya

sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  dan  terwujudnya
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keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,

yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan  Penggugat  untuk

bercerai  dengan  Tergugat  telah  memiliki  cukup  alasan,  maka  gugatan

Penggugat  patut  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Jombang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  mediasi  telah  terjadi  kesepakatan

antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat sanggup memberi Mut’ah

kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  penghukuman  tersebut  diserahkan  atau  yang

dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  telah  terjadi  kesepakatan  antara

Penggugat dengan Tergugat, maka majelis menghukum kepada Tergugat untuk

membayar kepada Penggugat sesuai kesepakatan tersebut.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat   (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat  (TERGUGAT)  untuk  memberikan  mut’ah

berupa  uang  sejumlah  Rp  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  kepada

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  atau  menyerahkan

sebagaimana  pada  point 3 di  atas,  sebelum  Tergugat  mengambil  akta

cerai;

5. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

Kamis  tanggal  08  Desember  2022  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  14

Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,

M.  Amir  Syarifuddin,  S.H.I.,  M.H.  dan  Hairil  Anwar,  S.Ag.,  masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam sidang  terbuka

untuk  umum  dengan  didampingi  oleh  Dra.  Hj.  Dyah  Kholidah  NA sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota 

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Dyah Kholidah NA
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Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 360.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 505.000,00
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